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ABSTRAK 
 
 
MUHAMMAD SYAIFULLAH, B111 12 161, Harmonisasi Pengaturan 
Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut Undang-Undang Pokok 
Agraria di bawah bimbingan Abrar Saleng selaku Pembimbing I dan Sri 
Susyanti Nur selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan geothermal menurut undang-undang 
pokok agraria dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana harmonisasi 
sumber daya alam panas bumi menurut undang-undang pokok agraria. 
Dalam penulisan ini Penulis melaksanakan pengumpulan data 
penelitian kepustakaan (library research) yaitu literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan terkait. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis 
secara normatif dengan maksud mengolah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang 
terpadu dan sistematis. 
Berdasarkan analisis hukum data tersebut, maka Penulis 
berkesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Panas Bumi, pengusahaan Panas Bumi memang lebih ramah 
lingkungan namun ada resiko dalam pengusahaanya. Resiko yang muncul 
misalnya dalam pengeboran sumur eksplorasi ada kemungkinan tidak 
ditemukannya sumber energi panas bumi pada daerah eksplorasi 
tersebut. Apalagi sebagaimana pentingnya hutan konservasi adalah 
sebagai penyangga kehidupan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di 
hutan konservasi akan mengganggu ekosistem yang ada dan satwa-
satwa dalam hutan tersebut. 
 
  
vi 
ABSTRACT 
 
MUHAMMAD SYAIFULLAH, B111 12 161, Harmonization of the 
Arrangements in Natural Resources Geothermal Statutory according 
to the Principal Law of Agrarian under the guidance of Abrar Saleng as 
the 1st Supervisor and Sri Susyanti Nur as the 2nd Supervisor. 
 
This research aims to know two things: the first is to learn more 
about how the management of geothermal according to the principal law 
of agrarian  and the second is to find out the harmonization of natural 
resources geothermal according to the law of agrarian. 
In the writing of this, author doing the implement library research for 
example like literature, documents of legislation that relevant to the issues 
related. Further legal material obtained is analyzed the normative basis for 
the purpose of processing the material law of primary and secondary legal 
materials in oeder to become a scientific paper of thesis of an integrated 
and systematic.  
Based on the legal analysis of the data, then the author concludes 
that in Act No.21 of 2012 about geothermal, geothermal concessions 
indeed more environmentally friendly but there is a risk in its work. The risk 
that arises for example in drilling wells exploration it is likely  not discovery 
of the source of geothermal energy on the exploration area. Moreover, as 
the importance of forest conservation is as a buffer of life, exploration and 
exploitation activities in the forest conservation would definietely interfere 
existing ecosystem and the animals in the forest. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian 
(tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan 
gas bumi, batubara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. 
Hak penguasaan negara memberi wewenang pengelolaan atau 
pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk 
mempergunakanya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah1. 
Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 
33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: 
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan 
alam didalamnya semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dengan 
memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat 
banyak. 
Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, 
terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang 
berbunyi: 
                                                          
1Salim HS, 2006, Hukum Pertambangn di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm 1. 
2 
Ayat (1): 
“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya itu pada tingkatan tertingggi dikuasai oleh negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” 
 
Ayat (2): 
“hak menguasai dari negara termaksud dalam dalamAyat 1 pasal ini 
memberi wewenang  untuk: 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa 
tersebut 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa 
3. Menetukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air 
dan ruang angkasa 
 
Aplikasi ketentuan di atas diserahkan kepada negara agar 
perencanaan, penataan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaanya, 
mengacu pada landasan hukum yang tunggal, sehingga berdampak positif 
pada peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dalam 
tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan untuk 
seluruh permukaan bumi di Indonesia, karena sejak tahun 1967 terjadi 
pemisahan beberapa sektor dari semula yang diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yakni ketika 
diterbitkan beberapa ketentuan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004), 
3 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) yang diharapkan 
sebagai Undang-Undang yang akan disinkronkandengan seluruh kegiatan 
yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 
Di samping itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUPA bahwa 
terdapat pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan 
tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, 
dan penggunaanya, baik yang disusun perencanaanya oleh pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah untuk: 
a. Untuk keperluan Negara; 
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 
lainya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha esa; 
c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 
kebudayaan dan kesejahteraan; 
d. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, 
peternakan dan perikanan; dan 
e. Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan 
pertambangan. 
Dengan demikian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, 
maka dalam pengertian UUPA Hukum Agrariabukan hanya merupakan 
satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan satu perangkat 
bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas 
sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, 
kelompok tersebut terdiri atas:2 
                                                          
2BoediHarsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.hlm.8 
4 
1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, 
dalam arti permukaan bumi 
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air 
3. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas 
bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU pokok 
Pertambangan 
4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas 
kekayaan alam yang terkandung di dalam air 
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang 
Angkasa (bukan “space law”), mengatur hak-hak penguasaan 
atas tenaga dan unsur-unsur alam ruang angkasa yang 
dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA.   
Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus 
disyukuri keberadaanya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas 
karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, 
misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak 
hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk 
generasi akan datang. Paradigma bahwa hutan merupakan warisan nenek 
moyangharus pula diubah karena hutan tidak hanya menjadi warisan 
nenek moyang, tetapi merupakan titipan anak cucu.Hutan harus 
memberikan manfaat tidak hanya intergenerasi namun juga manfaat 
antargenerasi3. 
Selain itu, paradigma bahwa sumber daya alam kehutanan harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan 
                                                          
3Ahmad Redi, 2014, Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor kehutanan, Sinar Grafika, 
Jakarta Timur.hlm.1 
5 
(ekonomi) semata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan pula 
harus dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup dan 
sosial budaya. Manfaat ekonomi diupayakan untuk pula sejalan dengan 
aspek sosial dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya alam. 
Prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi 
generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu:  
(1) conservation of option, menjaga agar generasi mendatang dapat 
memilih kualitas keanekaragaman sumber daya alam;  
(2) conservation of quality, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; 
dan 
(3) conservation of acces, menjamin generasi mendatang minimal 
memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan 
kekayaan alam ciptaan Tuhan yang Maha Esa4. 
 
Energi panas bumi (geothermal energy), adalah energi panas yang 
tersimpan dalam batuan dibawah permukaan bumi dan fluida yang 
terkandung didalamnnya. Panas bumi merupakan salah satu 
energiterbarukan yang sedang dikembangkan. Pengembangan energi 
panas bumi tentu saja agar Indonesia tidak menggantungkan diri pada 
Bahan Bakar Minyak (BBM). Ditambah lagi penggunaan energi panas 
bumi lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi minyak bumi 
dan batubara. Energi panas bumi pada awalnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, namun peraturan ini 
sekarang dicabut dan diganti dengan Undang-UndangNomor 21 Tahun 
2014 tentang Panas Bumi. 
Salah satu perbedaan dari kedua Undang-Undang tersebut adalah 
mengenai pengkategorian panas bumi sebagai kegiatan pertambangan. 
                                                          
4Ibid. 
6 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2003, dalam pengertian 
panas bumi, mengkategorikan pengusahaan panas bumi dalam 
pengertian kegiatan pertambangan, sehingga pengusahaan panas bumi 
ini tunduk pada Pasal 24, 38 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan dan Pasal 4 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2012 tentang 
Pengawasan Kawasan Hutan. 
Dalam Pasal 24 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa 
pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan 
kecuali pada zona cagar alam serta zona inti dan zona rimbapadataman 
nasional. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang kehutanan 
menyebutkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam 
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Sedangkan Pasal 4 
ayat (2) PP No. 60 Tahun 2012 tentang Pengawasan kawasan Hutan 
menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan salah satunya adalah pertambangan. 
Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 
2014, mengenai pengertian panas bumi, mengkategorikan pengusahaan 
panas bumi sebagai kegiatan pertambangan. Konsekuensi 
pengkategorian panas bumi tidak dikatakan kegiatan pertambangan 
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan 
pengusahaan panas bumi ini dapat diselenggarakan di kawasan hutan 
konservasi dan penyelenggaraanya ini untuk pemanfaatan langsung 
maupun pemanfaatan tidak langsung (Pasal 5 Undang-Undang No. 21 
tahun 2014). Pengusahaan panas bumi memang lebih ramah lingkungan 
7 
namun tentu ada resiko dalam pengusahaanya.Resiko yang muncul 
misalnya, dalam tahap pengeboran sumur eksplorasi, ada kemungkinan 
tidak ditemukanya sumber energi panas bumi pada daerah eksplorasi 
tersebut dan lagi jika memang ditemukanya sumber energi panas bumi 
pada daerah eksplorasi masih dipertanyakan besarnya cadangan dan 
kemampuan produksinya.Apalagi sebagaimana pentingnya hutan 
konservasi adalah sebagai penyangga kehidupan, kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi di hutan konservasi pasti akan mengganggu ekosistem yang 
ada dan satwa-satwa dalam hutan tersebut. 
Pengusahaan panas bumidalam Undang-Undang No. 21 Tahun 
2014 sebenarnya mengikuti tahapan yang hamper sama dengan Undang-
Undang No. 27 Tahun 2003. Hal tersebut bisa kita bandingkan dalam 
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 dan Pasal 20 ayat 
(1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2014. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
pengusahaan panas bumi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 ini 
merupakan kegiatan pertambangan karena mempunyai tahapan kegiatan 
yang mirip dengan kegiatan pertambangan dalam Undang-Undang No. 27 
Tahun 2014. JeroWacik (sebagai Menteri ESDM pada saat itu), 
menyatakan bahwa RUU Panas Bumi ini sangat penting untuk disahkan, 
karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dianggap menghalangi 
pemanfaatan panas bumi di Indonesia, padahal energi panas bumi di 
Indonesia sangat potensial. Faktanya, energi panas bumi ini memang 
banyak ditemukan di hutan. 
Dengan demikian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 memang 
memberikan kemajuan bagi kebijakan pemerintah untuk menyediakan 
8 
energi yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia namun 
sayangnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 ini mengalami 
kemunduran dalam hal penyelenggaraan konservasi hutan yang fungsi 
pokoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. 
Dalam hal ini Indonesia mengalami dilema antara pembangunan 
dengan lingkungan. Negara dalam usahanya mempunyai tanggung jawab 
untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri (Pasal 3 Undang-Undang 
No. 30 Tahun 2007 tentang energi) namun dalam mewujudkan hal 
tersebut asas pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 2 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2007) tidak boleh dilupakan. 
. Dari uraian-uraian di atas penulis mengangkat judul “Harmonisasi 
Pengaturan Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Undang-
Undang Pokok Agraria 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaturan geothermal menurut Undang Undang 
Pokok Agraria? 
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan terhadap Sumber Daya Alam 
Panas Bumi dikaitkan dengan UU Panas Bumi dan Kehutanan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaturan geothermal menurut Undang 
Undang Pokok Agraria. 
2. Untuk mengetahui harmonisasi pengaturan terhadap Sumber Daya 
Alam Panas Bumi menurut UU Panas Bumi dan Kehutanan. 
9 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari peneitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata 
pada umumnya, khususnya terhadap sumber daya alam panas bumi 
menurut undang-undang pokok agraria. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. PengertianSumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam 
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang 
tergolong di dalamnya bukan hanya tidak hanya komponen biotik seperti 
hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abioti 
seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada 
umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan 
menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tidak dapat diperbaharui. 
SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus 
ada selama penggunaanya tidak di eksploitasi berlebihan. Tumbuhan, 
hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin dan air adalah beberapa 
contoh SDA terbarukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, 
penggunaanya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus 
berkelanjutan. SDA tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya 
terbatas karena penggunaanya lebih cepat daripada proses 
pembentukanya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. 
Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainya pada 
umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk 
kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas.5 
Sumber Daya Alam Menurut Suryanegara mengatakan bahwa 
secara definisi sumber daya alam adalah unsur – unsur lingkungan alam, 
                                                          
5https://id.m.wikipedia.org 
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baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi  
kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup6. 
Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep 
sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia Webster 
misalnya, mendefinisikan sumber daya antara lain sebagai: 
1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu; 
2. Sumber persendian, penunjang atau bantuan; dan 
3. Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran 
seseorang7. 
Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sesuatu yang 
dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber 
daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan 
jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes 
mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan 
dan utilitas manusia. Rees lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk 
dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yakni8: 
1. Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk 
memanfaatkanya. 
2. Harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut. 
Jupri mengatakan bahwa sumber daya alam adalah nilai potensi 
yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. 
                                                          
6https://repaldiabdulagi453.wordpress.com/2015/04/18/pengertian-sumber-daya-alam-
sda/ 
7AkhmadFauzi, 2006, Ekonomi Sumber Daya  Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi,  
PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.  
8Ibid. 
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Suber daya alam dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain)dan 
adapula yang kekal (selalu tetap). Sumber daya alam dapat dibedakan 
berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut.9 
1. Menurut sifatnya 
a. Sumber daya alam terbarukan (rewenable),yakni sumber daya 
alam yang dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya 
regenerasi (pulih kembali) misalnya hewa, tumbuhan, 
mikroba, air dan tanah 
b. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya minyak 
tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainya. 
c. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, 
matahari, energi, pasang surut, dan energi laut. 
2. Menurut potensinya 
a. Sumber daya alam materil, merupakan sumber daya alam 
yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, es, 
emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya. 
b. Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam 
yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak 
bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari dan lain-lain. 
c. Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam 
yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah 
dan angkasa 
                                                          
9Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta. Hlm 61 
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3. Menurut jenisnya 
a. Sumber daya alam nonhayati (abiotik), disebut juga sumber 
daya alam fisik, yakni sumber daya alam yang berupa benda-
benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air dan lain-lain. 
b. Sumber daya alam hayati (biotik) merupakan sumber daya 
alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, 
tumbuhan, mikroba, dan manusia. 
Menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Sumber daya 
alam adalah unsur lingkungan hidupyang terdiri atas sumber daya hayati 
dan nonhayatyang secara keseluruhan membentuk kesatuanekosistem.10 
 
B. Ruang lingkup Sumber Daya Alam 
1. Tanah 
Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok Agraria(UUPA), pengertian tanah negara 
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang 
Pengusahaan Tanah-Tanah Negara, Dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut tanah negara dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh 
negara”. Substansi dari pengertian tanah negara ini adalah tanah-tanah 
memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah 
hak barat maupun hak adat (vrijlandsdomein). 
                                                          
10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (9) 
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Peraturan mengenai “tanah” diatur didalam Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Dalam 
Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai 
suatu pengertian yang diberi batasan resmi oleh UUPA.Dalam Pasal 4 
dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari negara…ditentukan 
adanya macam-macam hakatas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. 
Tanah adalah salah satu sumebr daya alam yang merupakan 
kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi 
kehidupan dan penghidupan manusia., bahkan menentukan peradaban 
suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang 
sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia 
adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta 
yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan 
pada masa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian 
besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi 
mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau 
perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat 
peristirahatan terakhir bagi manusia.11 
Dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi ayat (1).Sedang hak atas tanah adalah hak sebagian 
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran 
panjang dan lebar.Tanah diberikan kepada yang dipunyai oleh orang 
dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan 
                                                          
11 Muhammad Ilham Aisaputra.Loc.cit 
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atau dimanfaatkan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah 
adalah12: 
1. Permukaan bumi atau lapisasn bumi yang diatas sekali 
2. Keadaan bumi disuatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 
cadas, napal dan sebagainya). 
Efendi Perangin menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah 
keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis yang mengatur hak-hak Penguasaan atas Tanah yang merupakan 
lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. 
Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang 
dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi 
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang 
boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak 
penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di 
antara hak-hak penguasaan tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah 
Nasional, adalah: 
a. Hak bangsa Indonesia atas tanah 
b. Hak menguasai dari Negara atas tanah 
c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat 
                                                          
12BoediHarsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Percetakan Intan Sejati Klaten, 
Jakarta. hlm 19 
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d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi: 
 Hak-hak atas tanah 
 Wakaf tanah hak milik 
 Hak jaminan atas atas (hak tanggungan) 
Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek 
pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai 
lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, 
beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara 
sistematis, hingga keseluruhanya menjadi satu kesatuan yang merupakan 
satu sistem.13. 
2. Air 
Peraturan mengenai “Air” diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam sumber daya air, 
mendefinisikan pengertian air adalah semua yang terdapat pada, di atas, 
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air 
pemukiman, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.14 
Dalam pengelompokan sumber Daya alam (SDA) menurut Konfrensi 
Sumber daya Alam tahun 2000 di Jakarta, SDAir (SDAir) digolongkan 
sebagai kelompok SDA Biru. Kelompok SDA biru meliputi: air, laut dan 
pesisir dan segala SDA yang ada di dalamnya. SDAir memiliki 
karakteristik tersendiri yaitu air selalu mecari tempat yang rendah, 
                                                          
13Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Premadia Grup, 
Jakarta, hlm.11 
14Lihat pada bagian ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air  
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membentuk struktur, menyebut namanya berdasarkan wadahnya, 
dibutuhkan dalam kehidupan ummat manusia dan mahluklainya, 
dibicarakan ketika melimpah dan/atau ketika kekurangan. 
Penamaan SDAir ditentukan berdasarkan wadah, sumber atau 
keberadaanya, apabila SDAir berada di laut, disebut air laut, jika SDAir 
berada dalam sumur disebut air sumur, Jika berada dalam danau disebut 
air danau, jiikaSDAir berada dalam botol aqua, maka disebut air aqua, jika 
air bersumber dari hujan, maka disebut air hujan, jika SDAir bersumber 
dari bawah tanah disebut air tanah, dan seterusnya. 
Karakteristik yang disebutkan di atas, SDAir juga memiliki multi 
fungsi yaitu : air minum, pertanian, industri, air sebagai media transportasi, 
air sebagai pendingin dan pemanfaatan dan pengendalian daya 
airsebagai pembangkit tenaga misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA).15 
3. Hutan 
Peraturan mengenai “hutan” diatur di dalam Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam Undang-Undang kehutanan, 
mendefinisikan pengertian hutan adalah: 
“suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 
daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan 
alam lingkunganya, yang satu dan lainya tidak dapat dipisahkan”.16 
 
Hutan dalam bahasa Belanda disebut bos, bahasa Inggrisnya 
disebut forrest. Hutan/bos/forrest adalah merupakan dataran tanah yang 
                                                          
15AbrarSaleng, 2013, Hukum Sumber Daya Alam, membumi publishing, Makassar, 
hlm.167 
16Lihat pada bagian ketentuan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 
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bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar 
kehutanan, seperti parawisata. Di dalam hukum inggris kuno, 
forrest(hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi 
pepohonan tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. 
Menurut Dengler, hutan adalah: 
‘’Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, 
sehingga suhu kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak 
lagi menetukan lingkunganya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-
tumbuhan/pepohonanbaru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup 
luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).” 
 
Definisi Dengler, sesuai dengan definisi yang tercantum di dalam 
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, definisi hutan 
ialah: 
“Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara 
keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam 
lingkunganya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan”.17 
 
Menurut BambangPamulardi, dengan merujuk kepada pengertian 
dalam undang-undang kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan tidak 
dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) 
dengan apa yang ada diatasnya. Antara suatu lapangan atau tanah, 
tumbuh-tumbuhan/ alam hayati dan lingkungannyamerupakan suatu 
kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut de 
facto yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan.Disamping itu 
adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, 
dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang 
                                                          
17BambangDaruNugroho, 2015, Hukum Adat Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya 
alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat, PT 
RefikaAditama, Bandung, hlm.132 
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bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap.Dalam ketentuan ini 
dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhanpohon-pohon diluar 
kawasan hutan yang ditetapkan sebgai kawasan hutan.Keberadaan hutan 
disini adalah de jure (penetapan pemerintah). 
Dari pengertian tentang Hutan dan Kawasan Hutan sebagaimana 
tercantum dalam undang-undang kehutanan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa “Hutan” adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu 
hamparan lahan atau tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu 
kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian “Kawasan Hutan” adalah 
pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu 
yang ditunjuk dan/ ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 
keberadaannya sebagai hutan tetap.18 
4. Pertambangan 
Peraturan tentang “pertambangan” diatur di dalam undang-Undang 
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam 
Undang-Undang Pertambangan, mendefinisikan pengertian 
pertambangan adalah  
“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.19 
 
Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari 
bahsainggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah hukum yang 
                                                          
18BambangEkoSupriadi, 2013, Hukum Agraria Kehutana, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm.67 
19Lihat pada bagian ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan batubara 
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mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-
mineral dalam tanah (EnsiklopediaInbdonesia, 1349). 
Menurut Salih HS, hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah 
hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan 
galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan 
orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan 
galian (tambang)20. 
Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau 
pengkajian hukum pertambangan.Objek itu dibagi menjadi dua macam, 
yaitu objek materil dan objek forma.Objek materil, adalah bahan (materil) 
yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya.Objek materil hukum 
pertambangan adalah manusia dan bahan galian.Objek forma yaitu sudut 
pandang tertentu terhadap objek materilnya.Jadi objek formal hukum 
pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan 
galian dan hubungan antar negara dengan orang atau badan hukum 
dalam pemamfaatan bahan galian. 
Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur 
peruntukan dan penggunaan bahan galian. Tujuan penguasaan oleh 
negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat 
Indonesia.Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun 
pelaku usaha, sekalipun memiliki hakatas sebidang tanah dipermukaan, 
                                                          
20Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 
8. 
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tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun memiliki bahan galian 
yang terkandung dibawahnya. 
Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah 
pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah layanan 
yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, 
vital, maupun golongan C. 
Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan 
umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum 
merupakan pertambagan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. 
Pertambangan umum digolongkan menjadi 5 golongan yaitu: 
1. Pertambangan mineral radioaktif; 
2. Pertambangan mineral logam; 
3. Pertambangan mineral dan logam;  
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; 
5. Dan pertambangan panas bumi (Pasal 8 Rancangan Undang-
Undang tentang Pertambangan Umum).21 
 
C. Hak Menguasai Negara 
Berdasarkan penjelasan tanah negara di atas, bahwa rakyat dapat 
memanfaatkan sumber daya alam untuk mensejahterakankehidupanya 
dengan berdasarkan pada Hak Menguasai Negara. 
Pengertian ‘’dikuasai’’ negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
33 ayat (3) UUD 1945, tidak dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan, baik 
                                                          
21Ibid., hlm.10 
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penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Hal ini 
memungkinkan hak menguasai negara itu ditafsirkan atas berbagai 
pemahaman, tergantung dari sudut pandang dan kepentingan yang 
menafsirkan. 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata ‘’menguasai’’ berarti 
kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas 
sesuatu. Dengan mengacu pada ketentuan konstitusi diatas, berarti hak 
menguasai negara meliuputi semua tanah, tanpa terkecuali. Maka, 
rumusanya adalah bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber-
sumber daya agraria sebagaimana tertera dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 
1945 
Notonagoro dalam buku “Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di 
Indonesia” menetapkan adanya tiga macam bentuk hubungan antara 
negara dengan bumi, air, dan ruang angkasa, yaitu sebagai berikut. 
1. Negara sebagai subjek, diberi kedudukan tidak sebagai 
perorangan, tetapi sebagai negara. Dengan demikian, Negara 
sebagai badan kenegaraan, badan yang publiekrechtelijk. Dalam 
bentuk ini negara tidak mempunyai kedudukan yang sama 
dengan perorangan, 
2. Negara sebagai subjek, yang dipersamakan dengan perorangan 
sehingga hubungan antara negara dengan bumi dan lain 
sebagainya itu “sama: dengan hak perorangan atas tanah, dan 
3. Hubungan antar negara “langsung” dengan bumi dan sebagainya 
tidak sebagai subjek perorangan dan tidak dalam kedudukanya 
sebagai negara yang memiliki, tetapi sebagai negara yang 
menjadi personifikasi dari seluruh rakyat sehingga dalam konsep 
ini negara tidak lepas dari rakyat, Negara hanya pendiri dan 
pendukung kesatuan-kesatuan rakyat. 
 
Mengacu pada pendapat Notonagoro diatas, maka hubungan antara 
negara dengan bumi, air, dan ruang angkasa, hubungan yang ke 3. 
Hubungan tersebut, menurut pasal 1 ayat (3) UUPA adalah hubungan 
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yang abadi. Dalam arti, bahwa selama bangsa Indonesia masih ada dan 
selama bumi, air, dan ruang angkasa itu masih ada, maka hubungan 
tersebut tidak akan terputus oleh kekuasaan apapun22. 
UUPA menganut prinsip hak menguasai negara, yaitu hak 
menguasai negara dimaknai bahwa negara diberi wewenang sebagai 
organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indinosia untuk mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk menentukan dan 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa untuk 
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip hak 
menguasai negarabini kemudian oleh banyak kalangan menilai bahwa 
paham yang dianut UUPA adalah paham sosialisme walaupun tidak murni 
karena UUPA juga tetap mengakui adanya hak-hak kepemilikan pribadi, 
yakni hak milik atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 20 
UUPA23 
 
D. Rezim Hukum Sumber Daya Alam 
1. Tanah 
Setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 
Agustus 1945, diadakan upaya-upaya untuk mengadakan perombakan 
Hukum Agraria/ Hukum Tanah secara menyeluruh sesuai cita-cita 
kemerdekaan. Namun demikian, karena banyaknya persoalan yang 
                                                          
22 Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hal.55 
23Muhammad Ilham Arisaputra. Loc.cit 
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dihadapi upaya untuk membentuk Hukum Tanah Nasional itu tidak 
demikian mudah dapat terwujud. Dalam rangka penyelesaian 
permasalahan dibidang agrarian/pertanahan yang muncul pasca 
kemerdekaan, maka sambil menunggu terbentuknya hutan yang baru, 
terpaksalah dipergunakan Hukum Tanah yang lama, tetapi 
pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan dan kebijaksanaan baru dan 
dengan memakai tafsir yang baru juga, yang sesuai dengan asas-asas 
Pancasila dan tujuan sebagai yang ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945. Tetapi tidak semua persoalan dapat diselesaikan 
dengan cara demikian. Tidak semua peraturan hukum tanah lama dapat 
diterapkan melalui penerapan kebijaksanaan dan penggunaan tafsir yang 
baru.Oleh karena itu, sementara menunggu terbentuknya hukum tanah 
yang baru, dikeluarkan berbagai peraturan yang meniadakan beberapa 
lembaga feodaldan colonial yang masih ada, dan juga melengkapi dan 
mengubah aturan-aturan yang lama.24 
Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan 
rakyat-nya, termasuk perekonomianya, terutama masih bercorak agraris, 
bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 
mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat 
yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam 
banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita 
di atas. Hal itu disebabkan terutama: 
                                                          
24BambangEkoSupriadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan, PT. RajaGravinda Persada, 
Jakarta, hlm. 38 
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1. Karena Hukum Agraria yang berlaku sekarang ini sebagian 
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah 
jajahan, dan sebagian lainya lagi dipengaruhi olehnya, hingga 
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam 
melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka 
menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini; 
2. Karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu 
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme yaitu dengan 
berlakuknya peraturan-peraturan dari hukum adat disamping 
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan pada hukum barat, 
hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan 
yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan 
bangsa; 
3. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak 
menjamin kepastian hukum. 
Berhubung dengan itu perlu adanya hukum agraria baru yang 
nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang 
tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin 
kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia. 
Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan 
tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang 
dimaksudkan diatas dansesuai pula dengan kepentingan rakyat dan 
negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam 
segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus 
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mewujudkan penjelmaan daripada asas kerohanian Negara dan cita-cita 
bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, 
Kerakyaktan, dan Keadilah Sosial serta khususnya harus merupakan 
pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang tercantum di dalam manifesto 
Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di 
dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.  
Berhubung deengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru 
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu disusun di 
dalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi 
penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undqang-undang itu formil 
tiada bedanya dengan undang-undang lainnya yaitu suatu peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum 
agraria yang baru maka yang dimuat di dalamnya adalah asas-asas serta 
soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut 
Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di 
dalam berbagai undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan 
peraturan perundangan lainnya.  
Demikiannlah pada pokoknya tujuan undang-undang pokok agraria 
ialah:25 
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 
nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan 
kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan 
                                                          
25Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) bagian umum 
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rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil 
dan makmur; 
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan ndan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
 
2. Hutan 
Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang 1945 sebagai landasan 
konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan 
senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan 
berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus 
dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, 
kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi dengan 
akhlak mulia dan bertanggung-gugat. 
Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi 
Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan 
mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan 
dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status 
kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara 
orang dengan hutan atau kawasan hutan dari hasil hutan, serta mengatur 
perbuatan hukummengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah 
mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain 
untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk 
hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta 
bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, 
manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan 
dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutam dalam daerah 
aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. 
Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan 
bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan 
kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah 
menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka 
peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. 
Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan 
rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga 
keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan 
industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan 
pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri 
yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya 
produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan 
pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga 
manfaat hutan lebih optimal 
Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat 
banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu 
praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu 
dan kurang memperlihatkan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah 
menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya 
kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 
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Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan 
hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah 
tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan 
yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.Mengantisipasi perkembangan 
aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia 
digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah 
hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah 
menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya 
hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang 
disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya 
hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian 
hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan 
mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat 
dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 
masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan 
pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada 
pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.  
Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan 
sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau 
perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan 
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pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga 
masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan 
hasil hutan dan informasi kehutanan. 
Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan 
pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa 
terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum 
dibidang kehutanan. Dengan sanski pidana dan administrasi yang besar 
diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang 
kehutanan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dari uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, ternyata belum cukup 
memberi landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehutanan, 
oleh karena itu dipandang perlu mengganti undang-undang tersebut 
sehingga dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh yang 
lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan 
datang.26 
3. Pertambangan 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa 
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung 
                                                          
26Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bagian umum 
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di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, 
pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar 
memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara 
berkelanjutan. 
Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 'Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang 
tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya 
telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan 
nasional. 
Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang 
materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan, Di 
samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri 
dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun 
internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral 
dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong 
demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, 
perkembangan tekriologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual 
serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. 
Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab 
sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang- 
undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat 
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memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan 
penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertarnbangan 
mineral dan batubara.27 
4. Panas Bumi 
Indonesia sebagai negara yang didalui jalur sabuk gunung api aktif 
memiliki potensi panas bumi yang besar. Panas bumi merupakan energi 
yang ramah lingkungan dan merupakan asset yang dapat digunakan 
untuk menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kekayaan 
alam yang terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan 
demikian Panas Bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai 
Negara dan dikelola untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tanggung 
jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut 
dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan Panas 
Bumi. 
Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam 
pemanfaatanya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang berdampak 
terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas ketentuan yang 
berlaku. Dengan demikian pemanfaatan Panas Bumi dapat turut 
membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang 
sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. 
                                                          
27Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagian umum 
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Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena 
sebagian besar berada pada daerah terpencil dan Kawasan Hutan yang 
belum memiliki prasarana penunjang dan infrastruktur yang memadai. 
Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama sekali 
belum dapat dimanfaatkan sehingga pemanfaatan Panas Bumi perlu 
ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi 
ketergantungan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas 
rumah kaca. 
Kebutuhan Indonesia akan energi (energy demand) terus meningkat 
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya 
jumlah penduduk, tetapi kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh 
penyediaan energinya (energy supply). Sementara itu; sumber energi fosil 
semakin berkurang ketersediaannya dan tidak dapat diperbaharui serta 
dapat menimbulkan masalah lingkungan sehingga pemanfaatan energi 
terbarukan khususnya Panas Bumi terutama yang digunakan untuk 
pembangkitan tenaga listrik perlu ditingkatkan. 
Dalam perkembangan lebih lanjut, pengusahaan Panas Bumi untuk 
pemanfaatan tidak langsung atau untuk tenaga listrik bersifat sangat 
strategis dalammeriunjangketaharian energi nasional karena listrik yang 
dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik Panas Bumi dapat dimanfaatkan 
lintas batas administratif. Dalam jangka panjang harga listrik yang 
dihasilkan dari Panas Bumi lebih kompetitif dan lebih andal jika 
dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga Pemerintah 
memandang perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan Panas 
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Bumi ke Pemerintah. Pemerintah fokus melakukan penyelenggaraan 
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang digunakan sebagai 
pembangkitan tenaga listrik. Adapun penyelenggaraan Panas Bumi untuk 
Pemanfaatan Langsung dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas 
Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah selain 
diberi kewenangan melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi juga 
diberi kewenangan untuk melakukan Eksploitasi dan Pemanfaatan. 
Landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2003 tentang Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya belum dapat 
menjawab tantangan dalam pengembangan Panas Bumi secara optimal. 
Hal itu antara lain terkait dengan istilah kegiatan penambangan/ 
pertambangan yang membawa konsekuensi bahwa kegiatan Panas Bumi 
yang dikategorikan sebagai kegiatan penambangan/ pertambangan tidak 
dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, belum adanya 
pengaturan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 
yang komprehensif. 
Berdasarkan hal diatas, perlu dibentuk suatu undang-undang baru 
sebagai pengganti Undang-Undang No.27 Tahun 2003 tentang Panas 
Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah 
pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas Bumi. Undang-Undang 
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ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku sector 
Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif. Adapun materi 
pokok yang diatur dalam undang-undang ini antara lain: penyelenggaraan 
Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 
dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan 
kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan pengawasan; dan peran 
serta masyarakat.28 
 
E. Tinjauan Umum Panas Bumi 
1. Pengertian Panas Bumi 
 
Secara bahasa panas bumi atau Geothermal berasal dari kata Geo 
yang berarti bumi dan Thermal yang berarti panas sehingga secara umum 
energi panas bumi adalah sebuah energi yang dihasilkan dari 
pemanfaatan tekanan uap yang dihasilkan dari inti bumi yang panas. 
Menurut Hochstein dalam Encyclopedia Vulacnecus 2000, 
mendiskripsikan panas bumi sebagai proses transfer panas dari tempat 
tertentu dari kerak bumi yang berasal dari sumber panas (Heat Source) ke 
permukaan. Sebagai Negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar 
di dunia, Pemerintah mendefinisikan panas bumi melalui Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2014 tentang panas bumi yakni, sumber energi panas yang 
terkandung dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral 
ikutamn dan gas lainya yang secara genetic tidak dapat dipisahkan dalam 
suatu sistem Panas Bumi. 
                                                          
28Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 bagian umum 
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Diantara beberapa sumber energi baruterbarukan di atas, energi 
panas bumi merupakan salah satu sumber Energi Baru Terbarukan yang 
mempunyai sejarah panjang dalam proses penggunaan serta 
penerapanya di berbagai negara di seluruh dunia. Menurut catatan 
sejarah, penggunaan energi panas bumi telah dilakukan sejak jaman pra-
sejarah, teptnya 10.000 tahun yang lalu oleh penduduk Paleo-Indiansdi 
Amerika Utara. Para penduduk Paleo-Indians ini menggunakan energi 
panas bumi untuk mandi serta proses penyembuhan dari mineral yang 
terkandung di dalam air dan ritual upacara adat.29 
2. Penyelenggaraan pengelolaan Panas Bumi 
Kegiatan Pengusahaan Panas bumi adalah suatu kegiatan untuk 
menemukan sumber daya Panas Bumi sampai dengan pemanfaatanya 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Tahapan kegiatan Panas 
Bumi meliputi: 
a) Eksplorasi 
b) Eksploitasi; dan 
c) Pemanfaatan 
Studi pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, 
analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi 
geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya 
sumber daya Panas Bumi serta Wilayah kerja 
                                                          
29Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, A History of Geothermal Energy In 
America, Dalam http://energy.gov/eere/geothermal/history-geothermal-energy-america 
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Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan 
geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumber 
eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi 
kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan 
potensi Panas Bumi. 
Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang 
berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas Bumi, 
termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat 
dieksplorasi. 
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja 
tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur 
reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber 
daya Panas Bumi. 
Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan 
pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi 
panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. 
Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pertambangan energi 
dan/atau fluida Panas Bumi untuk keperluan nonlistrik, baik untuk 
kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri. 
Kegiatan pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilaksanakan pada 
suatu Wilayah Kerja. Beberapa hal yang penting dipahumi dalam 
melaksanakan kegiatan pengusahaan panas bumi antara lain: 
a) Batas dan luas Wilayah Kerja ditentukan oleh Pemerintah 
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b) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada badan Usaha 
diumumkan secara terbuka 
c) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan 
masing-masing melakukan penawaran Wilayah kerja dengan cara 
lelang 
d) Pengusahaan sumber daya Panas Bumi dilakukan oleh Badan 
Usaha setelah mendapat IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari 
Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. 
e) IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas 
Bumi di suatu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi 
f) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka panjang 
Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri, gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang 
mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta 
menyampaikan besarnya cadangan. Penyesuaian terhadap 
rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi dapat dilakukan 
dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi yang dihadapi.30  
                                                          
30http://geothermal.itb.ac.id/sites/default/files/public/Sekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 
aspek, teori penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan 
kekuatan mengikat suatu undang-undang kelembagaan hukum, serta 
bahasa hukum yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan 
rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. 
 
B. Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari perundang-undangan dan 
catatan-catatan resmi. Adapun bahan hukum yang dipergunakan 
adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar-Dasar Pokok Agrarian (UUPA) 
b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi 
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara 
e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
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f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
2. Bahan Hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang 
hukum, karya ilmiah bidang hukum, media internet, dan data-data 
yang mendukung dalam penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library Research), 
teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, 
mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu perundang-
undangan yang relevan dan bahan sekunder yaitu, buku(literatur-literatur 
hukum), jurnal, karya ilmiah bidang hukum, media internet yang berkaitan 
dengan penulisan ini. 
 
D. Analisis Hukum 
Setelah semua bahan-bahan yang dimaksud lengkap kemudian 
diidentifikasi dengan masalah yang diteliti, diolah dan Dianalisis secara 
kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara analisis deskriptif yuridis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Geothermal Menurut Undang Undang Pokok Agraria 
Sebutan agraria tidak selalu dipakai dalam arti yang sama. Dalam 
Bahasa latin ager  berarti tanah atau sebidang tanah. Agrariaus  berarti 
perladangan, persawahan, pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia agraria  berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga 
urusan pemilikan  tanah. Maka sebutan agraria atau dalam bahasa inggris 
agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. 
Sebutan agrarian laws bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk 
kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih 
meratakan penguasaan dan pemilikanya.31 
Biarpun tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi dari apa yang 
tercantum dalam konsiderans, pasal-pasal dan penjelasanya, dapatlah 
disimpulkan bahwa pengertian agraria dan Hukum Agraria dalam UUPA 
dipakai dalam arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, ari 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batas-batas 
seperti ini ditentukan dalam Pasal 48, bahkan meliputi juga ruang 
angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung :tenaga dan 
unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan 
memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dan hal-hal lainya yang bersangkutan dengan itu. 
                                                          
31 Boedi Harsono.Loc.cit 
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Pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 4 jo Pasal 
4 ayat 1). Dengan demikian, pengertian ’’tanah’ meliputi permukaan bumi 
yang ada didaratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, 
termasuk air laut. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut 
bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih 
dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang 
merupakan endapan-endapan alam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 
Dengan demikian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya 
maka dalam pengertian UUPA Hukum Agraria merupakan suatu kelompok 
berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak 
penguasaan atas sumber sumber daya alam tertentu yang termasuk 
pengertian agraria. Kelompok tersebut terdiri atas: 
1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah 
dalam arti permukaan bumi; 
2. Hukum Air, yang mengatur penguasaan atas air; 
3. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas 
bahan galian yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan; 
4. Hukum Perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan kekayaan 
alam yang terkandung di dalam air; 
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang 
Angkasa (bukan “Space law”), mengatur hak-hak penguasaan 
atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang 
dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.32 
 
1. Kehutanan 
Hukum Kehutanan mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan 
hasil hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 
                                                          
32Ibid. 
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Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Hutan ialah suatu lapangan 
bertumbuhkan pohon-pohon, yang secara keseluruhan merupakan 
persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkunganya, yang oleh 
Pemerintah ditetapkan sebagai hutan. Sedangkan yang disebut Hasil 
Hutan  ialah benda-benda hayati yang dihasilkan oleh hutan, berupa hasil 
nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, 
rumput-rumputan dan lain-lainya. Juga bisa berupa hasil hewan seperti 
satwa buru, satwa elok dan lain-lainya (Pasal 1 dan penjelasanya). 
Dari rumusan pengertian hutan dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1967 tersebut dapat diketahui, bahwa unsur utama dari pengertian 
“hutan” adalah adanya tumbuh-tumbuhan kayu, bambu dan/atau palem di 
atas tanah yang cukup luas, yaitu minimum seperempat hektar. Maka 
dalam pengertin UU Pokok Kehutanan, tanah yang tidak ada tumbuh-
tumbuhanya bukanlah hutan, biarpun berada dalam kawasan hutan. 
Ditinjau dari sudut Hukum Tanah, tanah di atas mana ada tumbuh-
tumbuhanya itu, biarpun memenuhi unsur-unsur hutan, penguasaanya 
diatur oleh Hukum Tanah. Pengelolaanya ditugaskan kepada 
Menteri/Departemen Kehutanan atas dasar Hak Pengelolaan yang 
diperolehnya karena hukum menurut UU pokok Kehutanan. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1967 telah diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999.33 
Ada empat pertimbangan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999, yaitu: 
                                                          
33 Ibid. 
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1. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianugrahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan 
yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi 
umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan 
dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestarianya untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang 
maupun yang akan datang. 
2. Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan 
sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. 
Oleh karena itu, keberadaanya harus dipertahankan secara 
optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan 
akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta 
bertanggung gugat. 
3. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan wawasan mendunia, 
harus menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat, dan 
budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada 
norma hukum nasional. 
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan 
pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, 
sehingga perlu diganti. 
 
Dalam penjelasan umun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa sejalan dengan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewujudkan 
agar bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka 
penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat 
kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Dalam penjelasan umum tersebut, juga dijelaskan bahwa 
penguasaan oleh hutan negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara 
memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus 
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil 
hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan 
hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan 
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hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta ,mengatur perbutanan 
hukum mengenai kehutanan. 
Dalam Pasal 21 Undang-Undang tentang Kehutanan ditegaskan 
bahwa pengelolaan hutan meliputi beberapa kegiatan, antara lain: tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan 
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan, dan 
konservasi hutan. 
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 merupakan ketentuan yang 
bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuanbaru, yang 
belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Ketentuan-
ketentuan baru itu misalnya; Gugatan perwakilan (class action), yaitu 
gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepengadilan dan atau 
melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang 
merugikan kehidupan masyarakat; penyelesaian sengketa kehutanan, 
ketentuan pidana; ganti rugi, dan sanksi administrasi.34 
2. Pertambangan 
Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. 
Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang 
terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan 
yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuam-
ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam 
                                                          
34Bambang Daru Nugroho.Loc.cit 
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masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang 
diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan 
mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan 
dan pemanfaatanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Pengusahaan bahan 
galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga 
diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan 
bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang 
atau badan hukum harus diatur dengan sedemikian rupa agar mereka 
dapa mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan 
hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/ 
pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa 
pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batu bara 
kepada orang atau badan hukum tersebut.35 
Dari uraian tersebut, ada tiga unsur tercantum dalam definisi yang 
terakhir ini, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara 
dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara 
negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan 
galian. 
Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau 
pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, 
yaitu objek materil dan objek forma. Objek materil, adalah: bahan (materiil) 
yangdijadikan sasaran dalam objek penelitianya. Objek materil hukum  
                                                          
35 Salim HS.Loc.cit 
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pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek forma, yaitu 
sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma 
hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan 
bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan 
hukum dalam pemanfaatan bahan galian. 
Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur 
peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat 
sehingga negara menguasai bahan galian. Tujuan pengusahaan oleh 
negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut 
dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 
Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat atau pelaku usaha, 
sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di atas permukaan, tidak 
mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang 
terkandung di bawahnya. 
Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan 
umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum 
merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. 
Pertambangan umum di golongkan menjadi lima golongan, yaitu: 
1. Pertambangan mineral radioaktif; 
2. Pertambangan mineral logam; 
3. Pertambangan  mineral nonlogam 
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan 
5. Pertambangan panas bumi (Pasal 8 rancangan Undang-Undang 
tentang Pertambangan Umum). 
 
Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai 
pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang 
yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 
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kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, 
vital maupun golongan C.36 
Kuasa pertambangan terdiri dari dua kata, yaitu “kuasa” dan 
“pertambangan”. Kuasa (volmacht, gezag, authority) adalah wewenang 
atau sesuatu atau untuk menetukan dengan (memerintah, mewakili, 
mengurus).37 Sedangkan “pertambangan” diartikan sebagai kegiatan yang 
paling sedikit meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan. 
Kuasa Pertambangan merupakan pemberian wewenang dari pejabat 
yang berwenang kepada badan atau perseorangan tertentu untuk 
melakukan kegiatan usaha pertambangan. Dalam pemberan wewenang 
kuasa pertambangan memiliki kesamaan denga konsesi, yaitu sama-
sama pemberian kewenangan kepada seseorang atau badan usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha pertambangan. Perbedaan mendasar antara 
konsesi dan kuasa pertambangan, yaitu dalam hal kepemikikan lahan. 
Pemegang konsesi langsung menjadi pemilik lahan atas bahan bahan 
galian yang diusahakanya, sedangkan kuasa pertambangan tidak memiliki 
hak atas lahan yang diusahakanya.  
Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang 
digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, terjadi 
perubahan perlakuan hukum atas kuasa pertambangan. Walau dalam 
                                                          
36 Ibid 
37Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dalam jaringan (KBBI Daring),  
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kuasa pertambangan tidak diatur, 
namun dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2012, kuasa pertambangan diatur. 
Dalam Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, 
diatur bahwa: 
a. Kuasa Pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat 
izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkanya Peraturan 
Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir 
serta wajib: 
1. Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan atau Izin 
Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketetutuan Peraturan 
Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan 
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus 
BUMN dan BUMD, untuk IUP operasi produksi merupakan 
IUP operasi produksi pertama; 
2. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah 
khusus pertambangan sampai dengan jangka waktu 
berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, Gubernur, 
Bupati, Walikota sesuai dengan kewenanganya; 
3. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam 
jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara 
b. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati atau 
Walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Miberal dan Batu Bara dan telah 
mendapatkan pencadangan wilayah dari Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral, gubernur, bupati, walikota sesuai dengan 
kewenanganya dapat diproses perizinanya dalam bentuk izin 
usaha pertambangan tanpa memaluli lelang paling lambat 3 
bulan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini. 
c. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian pengusaan 
pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap 
dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambagan, 
kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan 
batu bara, pemegang izin usaha pertambangan, dan izin 
pertambangan rakyat. 
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d.  Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 kuasa 
pertambangan atau lebih dari 1 komoditas tambang sebelum 
diberlakukanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap 
berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang 
menjadi izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan 
dalam peraturan pemerintah ini. 
e.   Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian 
karya pengusahaan pertambangan batu bara pada tahap operasi 
produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor 
yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna 
memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat 
persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenanganya 
sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan 
konservasi sumber daya batu bara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Undang-Undang 32 Tahun 2009 menjadi pengawal dalam 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam dan 
lingkungan hidup merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, 
secara asasi lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap 
warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NKRI 
1945. 
Hak asasi warga negara tersebut berhubungan dengan dengan 
akibat dari kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang 
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan  hidup 
semakin lama semakin menurun dan telah mengancam perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lainya, bahkan pemanasan global yang 
semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga 
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2009 menjadi aturan terpenting dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia dalam 
memanfaatkan sumber daya alam. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan 
tanggung jawab negara, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan 
keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, 
keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, 
tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Berdasarkan asas 
tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 
1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem. 
4. Menjaga kelestarian kelestarian fungsi lingkungan hidup. 
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
lingkungan hidup. 
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa 
akan datang. 
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi atas 
lingkungan dari hak asasi manusia. 
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana. 
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.   
 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup, meliputi 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan 
hukum.38 
 
                                                          
38 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam, Sinar Grafika hlm 94  
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B. Harmonisasi Pengaturan Terhadap Sumber Daya Alam Panas 
Bumi dikaitkan dengan Undang-Undang Panas Bumi dan 
Kehutanan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menjadi dasar bagi 
pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia. Politik hukum UUPA 
diderivasi dari politik hukum Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945. Dalam 
Pasal 2 ayat (1) UUPA diatur bahwa “atas dasar ketentutan Pasal 33 ayat 
(3) UUD bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalmnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 
negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Selanjutnya dalam 
Pasal 2 ayat (2) UUPA diatur bahwa hak menguasai dari negara memberi 
wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar 
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air 
dan ruang angkasa. 
 
Selain atas hak menguasai negara atas tanah, UUPA pun mengatur 
mengenai hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Dalam pengelolaan 
sumber daya alam, eksistensi masyarakat hukum adat sering bergesekan 
dengan kepentingan ekonomi yang kapitalistik. Pengusahaan hutan oleh 
perusahaan sering menimbulkan konflik dengan masyarakat hukum adat 
walaupun eksistensi masyarakat hukum adat diatur dalam UUD NKRI 
1945 yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang 
menyatakan bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
53 
sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang”.  
Selain asas hak menguasai negara atas tanah dan asas pengakuan 
masyarakat hukum adat, dalam UUPA terdapat pula asas landreform 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 UUPA. Dalam 
Pasal 7 UUPA diatur mengenai materi  muatan bahwa untuk tidak 
merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah 
yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selanjutnya dalam Pasal 10 
UUPA diatur mengenai ketentuan “setiap orang dan badan hukum yang 
mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahaakan sendiri secara aktif, dengan 
mencegah cara-cara pemerasan”. Dalam Pasal 17 UUPA pengaturan 
Pasal 7 diperlengkap, yaitu untuk mencapai tujuan hak menguasai negara 
atas tanah diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dipunyai 
dengan sesuatui hak oleh satu keluarga atau badan hukum. 
Selanjutnya, dalam UUPA juga diatur mengenai asas tata guna 
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA. 
Dalam Pasal 13 UUPA tercantum materi muatan berikut. 
a. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha lapangan agraria 
diatur sedemikian rupa, sehingga meinggikan produksi dan 
kemakmuran rakyat serta menjamin setiap warna negara 
Indonesia derajat hidup sesuai dengan martabat manusia. 
b. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan  
agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat 
monopoli swasta. 
c. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaringan 
sosial, termasuk dalam bidang perburuhan, dalam usaha-usaha 
di lapangan agraria. 
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Dalam Pasal 14 UUPA, politik hukum  yang terbentuk , 
yaitupemerintah  dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, perunrukan, dan penggunaan bumi, 
air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
untuk: 
1) Kepentingan Negara 
2) Keperluan  peribadatan dan keperluan suci lainya sesuai dasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa; 
3) Keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, dan 
kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan; 
4) Keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, 
dan perikanan, serta sejalan dengan hal itu; 
5) Keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan 
pertambangan. 
 
Selain itu, Pasal 15 UUPA juga menganut asas tata guna tanah yaitu 
kewajiban untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburan tanah 
serta menjaga kerusakan tanah menjadi kewajiban tiap-tiap orang, badan 
hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah 
itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah.39 
1. Kehutanan 
Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang 
nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 
ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. 
Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan 
secara berke-sinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, 
baik generasi sekarang maupun yang akan datang. 
                                                          
39 Ibid 
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Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga 
kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat 
manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai 
peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga 
keterkaitan nya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, 
dengan tetap mengu-tamakan kepentingan nasional. 
Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka 
penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat 
kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu 
penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan 
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan 
dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. 
Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
tentang Peme-rintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan 
hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan 
yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. 
Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan 
kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya 
semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap 
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memperhatikan sifat, karak teristik, dan kerentanannya, serta tidak 
dibenarkan mengubah fungsi pokok-nya. Pemanfaatan hutan dan 
kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi 
konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi 
pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta 
reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas 
hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, 
sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. 
Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting 
adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga 
kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin 
dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi 
hutan tanaman. 
Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan 
dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya 
hayati dan ekosistemnya. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistem-nya, maka semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak diatur lagi dalam undang-
undang ini. 
Dalam Pasal 24 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa 
pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan 
kecuali pada zona cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman 
nasional. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang kehutanan 
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menyebutkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam 
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Sementara itu dalam 
pasal 4 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2012 tentang Pengawasan Kawasan 
Hutan menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan 
kehutanan salah satunya adalah pertambangan. 
2. Panas Bumi 
Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam 
pemanfaatannya hanya sedikit menghasilkan unsur-unsur yang 
berdampak terhadap lingkungan atau masih berada dalam batas 
ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi 
dapat turut membantu program Pemerintah untuk pemanfaatan energi 
bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. 
Panas Bumi saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena 
sebagian besar berada pada daerah terpencil dan Kawasan Hutan yang 
belum memiliki prasarana penunjang serta infrastruktur yang memadai. 
Keberadaan Panas Bumi di Kawasan Hutan konservasi sama sekali 
belum dapat dimanfaatkan sehingga pemanfaatan Panas Bumi perlu 
ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi 
ketergantungan energi fosil. Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi 
diharapkan dapat menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi yang akan 
meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Konsekuensi bahwa kegiatan Panas Bumi yang dikategorikan 
sebagai kegiatan penambangan/pertambangan tidak dapat diusahakan di 
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Kawasan Hutan konservasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. Selain itu, belum adanya pengaturan pengusahaan Panas 
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang komprehensif. 
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang 
Panas Bumi menyebutkan bahwa: 
1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap: 
a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada: 
1.  lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi 
dan  
 Kawasan Hutan lindung; 
2.  kawasan Hutan konservasi; 
3.  kawasan konservasi di perairan; dan 
4.  wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dan garis 
pantai ke arah laut lepas di seluruhIndonesia. 
b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada 
di seluruh wilayah Indonesia,termasuk Kawasan Hutan 
produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan 
konservasi, danwilayah laut. 
2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dilakukan untuk 
Pemanfaatan Langsung yang berada pada: 
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a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk 
Kawasan Hutan produksi dan KawasanHutan lindung; dan 
b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis 
pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan 
kepulauan. 
3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) dilakukan untuk 
Pemanfaatan Langsung yang berada pada: 
a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi 
dan Kawasan Hutan lindung; dan 
b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut 
kewenangan provinsi. 
PERATURAN 
URAIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 
TAHUN 2014 TENTANG PANAS 
BUMI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 
TAHUN 1999 TENTANG 
KEHUTANAN 
IZIN Pasal 4 menyebutkan bahwa: 
1.Panas Bumi merupakan 
kekayaan nasional yang dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat 
2.Penguasaan Panas Bumi oleh 
negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan 
oleh Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenanganya dan berdasarkan 
prinsip pemanfaatan. 
- Pasal 6 menyebutkan bahwa: 
I.Kewenangan Pemerintah dalam 
penyelenggaraan Panas Bumi 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 5 ayat (1) meliputi 
a. Pembuatan kebijakan nasional; 
b. Pengaturan di bidang Panas 
Bumi; 
c. Pemberian Izin Panas Bumi; 
d. Pemberian Izin Pemanfaatan 
Langsung pada wilayah uang 
Pasal 17 menyebutkan bahwa: 
1. Pembentukan wilayah 
pengelolaan  hutan dilaksanakan 
untuk tingkat: 
a. provinsi, 
b. kabupaten/kota, dan 
c. unit pengelolaan 
 2. Pembentukan unit pengelolaan 
hutan yang melampaui batas 
administrasi pemerintahan karena 
kondisi dan karakteristik serta tipe 
hutan, penetapanya diatur secara 
khusus oleh Menteri 
Dalam Pasal 38 menyebutkan 
bahwa: 
1. Penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pertambangan 
dilakukan melalui pemberian izin 
pinjam pakai oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan batasan luas 
dan jangka waktu tertentu serta 
kelestarian lingkungan 
 2. Pemberian izin pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) yang berdampak penting dan 
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menjadi kewenangannya; 
 e. Pembinaan dan pengawasan; 
f. Pengelolaan data dan informasi 
geologi serta potensi Panas Bumi; 
g. Inventarisasi dan penyusunan 
neraca sumber daya dan 
cadangan Panas Bumi; 
h. Pelaksanaan Eksplorasi, 
Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan 
Panas Bumi;dan 
i. Pendorongan kegiatan 
penelitian, pengembangan dan 
kemampuan perekayasaan 
II. Kewenangan Pemerintah dalam 
penyelenggaraan Panas Bumi 
sebagaimana dimaksdud pada 
ayat (1) dilaksanakan dan/atau 
dikoordinasikan oleh Menteri. 
3.Pemberian izin Panas Bumi 
untuk pemerintah pusat dipegang 
oleh Menteri, sedangkan 
pemerintah provinsi dipegang oleh 
Gubernur, dan pemerintah 
kabupaten/kota dipegang oleh 
Bupati/Walikota. 
cakupan yang luas serta bernilai 
strategis dilakukan oleh Menteri 
atas persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
LUAS 
WILAYAH 
 Pasal 19 menyebutkan bahwa: 
1.Luas Wilayah kerja ditetapkan 
dengan memperhatikan sistem 
Panas Bumi 
a. Pemerintah Pusat: wilayah laut 
lebih dari 12 mil di ukur dari garis 
pantai kearah laut lepas di seluruh 
Indonesia 
b. Pemerintah Provinsi: wilayah 
laut lebih dari 12 mil di ukur dari 
garis pantai kearah laut lepas 
dan/atau ke arah perairan 
kepulauan. 
c. Pemerintah Kabupaten/Kota: 
luas wilayah laut paling jauh 1/3 
dari wilayah laut kewenangan 
provinsi. 
Pasal 18 menyebutkan bahwa: 
1. Pemerintah menetapkan dan 
mempertahankan kecukupan luas 
kawasan hutan dan penutupan 
hutan untuk setiap daerah aliran 
sungai, dan atau pulau guna 
optimalisasi manfaat lingkungan, 
manfaat sosial, dan manfaat 
ekonomi masyarakat setempat 
2. Luas kawasan hutan yang harus 
dipertahankan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) minimal 
30% dari luas daerah aliran sungai 
dan atau pulau dengan sebaran 
yang proporsional 
ZONA Pasal 5 menyebutkan bahwa: 
Penyelenggraan kegiatan dalam 
lintas wilayah provinsi. Kabupaten, 
kota termasuk kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan 
lindung 
-Kawasan hutan konservasi 
-kawasan konservasi di perairan 
- a.Wilayah  Pemerintah Pusat: 
wilayah laut lebih dari 12 mil di 
ukur dari garis pantai kearah laut 
lepas di seluruh Indonesia 
b. Wilayah Pemerintah Provinsi: 
wilayah laut lebih dari 12 mil di 
ukur dari garis pantai kearah laut 
lepas dan/atau ke arah perairan 
Pasal 24 menyebutkan bahwa : 
1. Pemanfaatan kawasan hutan 
dapat dilakukan pada semua 
kawasan hutan kecuali pada hutan 
cagar alam serta zona inti dan 
zona rimba pada taman nasional 
Pasal 38 menyebutkan bahwa: 
1. Penggunaan kawasan hutan 
untuk kepentingan pembangunan 
di luar kegiatan kehutanan hanya 
dapat dilakukan di dalam kawasan 
hutan produksi dan kawasan hutan 
lindung 
2. Pada kawasan hutan lindung 
dilarang melakukan penambangan 
dengan pola pertambangan 
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kepulauan. 
c.Wilayah  Pemerintah 
Kabupaten/Kota: luas wilayah laut 
paling jauh 1/3 dari wilayah laut 
kewenangan provinsi. 
terbuka 
SETELAH 
MELAKUKAN 
KEGIATAN 
Pasal 65 menyebutkan bahwa: 
1. Dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan Panas Bumi 
masyarakat mempunyai peran 
untuk: 
a.menjaga, melindungi, dan 
memelihara kelestarian wilayah 
kegiatan pengusahaan Panas 
Bumi,dan;  
b.menyampaikan laporan 
terjadinya bahaya, pencemaran, 
dan/atau perusakan lingkungan di 
wilayah kegiatan Panas Bumi 
2. Dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan Panas Bumi 
masyarakat berhak untuk: 
a. Memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan penggunaan 
Panas Bumi melalui Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenanganya; 
b. Memperoleh manfaat atas 
kegiatan pengusahaan Panas 
Bumi melalui kewajiban 
perusahaan untuk memenuhi 
tanggung jawab sosial perusahaan 
dan/atau pengembangan 
masyarakat sekitar; 
c. Memperoleh ganti rugi yang 
yang layak akibat kesalahan dalam 
kegiatan pengusahaan Panas 
Bumi sesuai dengan ketentuan 
perarturan perundang-undangan; 
dan 
d. Mengajukan gugatan kepada 
pengadilan terhadap kerugian 
akibat kegiatan pengusahaan 
Panas Bumi yang menyalahi 
ketentuan 
Pasal 40 menyebutkan bahwa: 
1. Rehabilitasi hutan dimaksudkan 
untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan 
meningkatkan fungsi hutan dan 
lahan sehingga daya dukung, 
produktivitas, dan perananya 
dalam mendukung sistem 
penyangga kehidupan tetap terjaga 
Pasal 43 menyebutkan bahwa: 
1. setiap orang yang memiliki, 
mengelola, dan atau 
memanfaatkan hutan yang krisis 
atautidak produktif, wajib 
melaksanakan rehabilitasi hutan 
untuk tujuan perlindungan dan 
konservasi 
2. Dalam pelaksanaan rehabilitasi 
seperti yang tertulis diatas, setiap 
orang dapat meminta 
pendampingan, pelayanan, dan 
dukungan lembaga swadaya 
masyarakat, pihak lain atau 
pemerintah 
Pasal 44 menyebutkan bahwa: 
1. Reklamasi hutan meliputi usaha 
untuk memperbaiki atau 
memulihkan kembali lahan dan 
vegetasi hutan yang rusak agar 
dapat berfungsi secara optimal 
sesuai dengan peruntukanya 
2. Kegiatan reklamasi 
sebagaimana yang dimaksud 
diatas meliputi inventarisasi lokasi, 
penerapan lokasi, perencanaa, dan 
pelaksanaan reklamasi 
Pasal 67 menyebutkan bahwa: 
1. Masyarakat hukum adat 
sepanjang menurut kenyataanya 
nasih ada dan diakui 
keberadaanya berhak: 
a. Melakukan pemungutan hasil 
hutan untuk pemenuhan kebutuhan 
hidup sehari-hari; 
b. Melakukan kegiatan pengelolaan 
hutan berdasarkan hukum adat 
yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan undang-
undang; dan 
c. mendapatkan pemberdayaan 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan 
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3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan 
hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan antaralain: 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
ditegaskan bahwa sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai landasan konstitusional yang mewujudkan agar bumi, 
air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 
maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan 
semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang bersifat 
menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang 
belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. 
Ketentuan-ketentuan baru itu misalnya; Gugatan perwakilan (class 
action), yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepengadilan 
dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan 
yang merugikan kehidupan masyarakat; penyelesaian sengketa 
kehutanan, ketentuan pidana; ganti rugi, dan sanksi administrasi. 
Sedangkan objek materil hukum  pertambangan adalah manusia dan 
bahan galian. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap 
objek materiilnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah 
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mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan 
hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam 
pemanfaatan bahan galian. Kedudukan negara adalah sebagai 
pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan 
galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai 
bahan galian. Tujuan pengusahaan oleh negara (pemerintah) adalah 
agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan sebesar-besar untuk 
kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik 
perseorangan, masyarakat atau pelaku usaha, sekalipun memiliki 
hak atas sebidang tanah di atas permukaan, tidak mempunyai hak 
menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di 
bawahnya. 
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) 
menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum pertanahan di Indonesia. 
Politik hukum UUPA diderivasi dari politik hukum Pasal 33 ayat (3) 
UUD NKRI 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA diatur bahwa “atas 
dasar ketentutan Pasal 33 ayat (3) UUD bahwa bumi, air, dan ruang 
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalmnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat”. Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA diatur 
bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk 
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan 
pemeliharaanm bumi, air, dan ruang angkasa (Fasilitator); 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
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orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (Administratif); 
Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 
ruang angkasa (Konservasi).   
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikansaran 
yaitu: 
1. Pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa tujuan pengusahaan 
negara adalah agar kekayaan nasional dimanfaatkan sebesar-besar 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik 
perseorangan, masyarakat, atau pelaku usaha, sekalipun memiliki 
hak atas sebidang tanah di atas permukaan, tidak mempunyai hak 
menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung 
dibawahnya. 
2. Perlu mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Panas Bumi, yang mengkategorikan bahwa  
penyelenggaraan pengusahaan panas bumi dapat diselenggarakan 
di kawasan hutan konservasi dan penyelenggaraanya untuk 
pemanfaatan langsung. Pengusahaan panas bumi memang ramah 
lingkungan namun ada resiko dari pengusahaanya. Apalagi 
pentingnya hutan konservasi adalah sebagai penyangga kehidupan 
pasti akan mengganggu ekosistem yang ada dan satwa-satwa dalam 
hutan tersebut. 
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